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MOTTO

“Bekerja keras dan bersikap baiklah, maka hal luar biasa pun akan

datang dalam hidup kita”

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar.

Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih

Dan pantang menyerah” (Susi Pudjiastuti)

“Rasa cukup membuat kita bisa mengerti makna hidup”

“Setiap bunga memiliki waktu mekarnya masing-masing.

Setiap orang memiliki waktu sukses yang berbeda,

Maka nikmati setiap prosesnya”

“Masa depan ditentukan dari hal yang kita lakukan hari ini”




ABSTRAK

Pengaturan Tindak pidana di bidang perikanan terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
jo. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Cluster perikanan).
Modus yang terjadi adalah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Kapal pengangkutan
ikan (SIKIP), pelanggaran alat tangkap, pemalsuan dokumen perizinan dan
penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan dan membahayakan sumber daya ikan.
Tindak pidana perikanan tidak hanya dilakukan orang perorangan tetapi juga oleh
korporasi. Korporasi sebagai pelaku telah mendapatkan keuntungan dari tindak pidana
tersebut yang menimbulkan kerugian signifikan terhadap negara, maka dalam konteks
hukum pidana dikenal asas primum remedium yang berarti sanksi pidana merupakan
sarana utama bagi pelaku tindak pidana. Rumusan masalah yang diajukan yaitu
apakah konsep primum remedium dapat diterapkan dalam tindak pidana korporasi di
bidang Perikanan serta landasan penerapan primum remedium dalam tindak pidana
korporasi di bidang Perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati
dengan beberapa pendekatan, yaitu perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil
penelitian menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam Undang-
Undang Perikanan jo Undang-Undang Cipta kerja (Cluster perikanan) tepatnya dalam
Pasal 1 angka 14 mendefinisikannya sebagai “setiap orang”. konsep primum
remedium diatur Pasal 101 Undang-Undang Perikanan, dalam sistem pemidanaan
korporasi dapat dijatuhkan kepada pengurusnya yakni pidana denda yang ditambah
1/3 dari pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut tentunya tidak sebanding dengan
kerugian yang ditimbulkan serta pertanggung-jawaban pidana korporasi dalam
putusan No. 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, bahwasannya penerapan asas primum
remedium memberikan penanganan yang tegas terhadap tindak pidana perikanan yang
dilakukan oleh korporasi. Saran yang diberikan yakni cara terbaik dalam hal
pengaturan regulasi yang berlaku terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta kerja (Cluster perikanan) yang memberikan sanksi penjara kepada
pengurus yang terbukti terlibat paling lama 6 tahun dan uang pengganti kerugian
apabila uang pengganti tidak dipenuhi dapat dilakukan pencabutan izin.

Kata kunci : Primum Remedium, Kerugian, Korporasi, Tindak Pidana, [llegal
Fishing.



ABSTRACT

Criminal acts in the field of fisheries that commonly occur in Indonesia are described
in Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning
Fisheries in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Law No.
11 of 2020 concerning Job Creation (fishery clusters), with fishing modes without a
fish transport ship permit (SIKIP), violation of fishing gear, forgery or manipulation
of licensing documents and destructive fishing using inappropriate fishing gear
regulations and endanger fish resources, because corporations as perpetrators
certainly benefit from these crimes which can cause significant losses to the state, in
the context of criminal law, the principle of primum remedium is recognized, which
means that criminal sanctions are the main means in a criminal act. Crimes in the
world of fisheries are not only committed by individuals, but many of these fisheries
crimes are committed by corporations. Companies engaged in the fishery business
have committed many crimes, which in their actions falsify permits, or practice fishing
in a destructive way, with this research raising legal issues related to the primum
remedium in corporate crimes in the field of fisheries. The formulation of the problem
developed is whether the concept of primum remedium can be applied in corporate
crimes in the field of Fisheries and what is the basis for applying primum remedium in
corporate crimes in the field of Fisheries. The approach used in this research is a
legal approach (Statue Approach), and also a conceptual approach (Conceptual
Approach), with a juridical-normative research system. The end of this research
includes the conclusion that corporations are legal subjects as stipulated in Law
Number 45 of 2009 concerning fisheries in conjunction with Law Number 11 of 2020
concerning job creation (fishery clusters) precisely in Article 1 General provisions
number 14 defines it as " each person”. As stated in Article 101 of Law Number 31 of
2004, the concept of primum remedium in the corporate criminal system can be
imposed on its management for the punishment imposed, which is a fine plus 1/3 of the
sentence imposed. This is certainly not proportional to the losses incurred as well as
corporate criminal liability in decision no. 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, that the
application of the primum remedium principle provides firm handling of fisheries
crimes committed by corporations. This writing also provides views on the best way in
terms of regulatory arrangements that apply to Law no. 11 of 2020 concerning job
creation (fishery clusters) which provides imprisonment for administrators who are
proven to be involved for a maximum of 6 years and compensation money if the
replacement money is not fulfilled, the permit can be revoked.

Keywords : Primum Remedium, Losses, Corporations, Crime, lllegal Fishing.
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DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
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